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SALINAN)

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR i Pouaiiietis
TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah dilakukan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban
kerja dan biaya dalam rangka menyusun rencana kerja dan
anggaran kegiatan, dalam penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, perlu disusun harga
satuan pokok kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peratzlran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.



S. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK, adalah harga komponen kegiatan konstruksi melalui
analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen
kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan
barang/jasa sebagai elemen penyusunnya.

6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan = anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
FUNGSI HSPK
Pasal 2

HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
penganggaran kegiatan yang bersifat pemeliharaan konstruksi.

Pasal 3

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah
satu pedoman dalam meyusun RKA-SKPD dalam penyusunan
dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai

berikut:

a. merupakan standar biaya tertinggi dalam penyusunan
anggaran yang didalam pelaksanaannya mengacu pada
kondisi nyata di lapangan;

b. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan konstruksi;

c. merupakan pedoman untuk menilai kewajaran perhitungan
biaya perencanaan penganggaran; dan

d. merupakan pedoman untuk menilai kewajaran perhitungan
satuan pokok pekerjaan.

BAB III
PENERAPAN HSPK

Pasal 5

(1) Kegiatan pemeliharaan konstruksi yang diselenggarakan
oleh Perangkat Daerah mengacu pada HSPK.



(2) Perhitungan rincian HSPK konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan
Bupati ini, dianggarkan sesuai kebutuhan riil dengan ketentuan
besaran total belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan
berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.
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